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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai alat negara
pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, serta pelindung, pengayom, dan
pelayan masyarakat, Kepolisian Negara Republik
Indonesia didukung dengan anggaran berbasis kinerja
yang dijabarkan dalam bentuk program kerja;

b. bahwa guna terwujudnya pelaksanaan tugas Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang efektif, tepat guna,
transparan dan akuntabel, mekanisme penggunaan
anggaran yang dijabarkan dalam bentuk program kerja,
perlu dilengkapi dengan administrasi yang tertib
sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada
negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia tentang Administrasi
Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
dan Pendapatan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG ADMINISTRASI PERTANGGUNG-
JAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri
adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat
yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran di
lingkungan Polri.
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3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah
pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA
untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya, di
lingkungan Polri adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker).

4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban belanja negara.

5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi
pengelolaan Rekening Kas Umum Negara.

6. Bendahara pengeluaran adalah personel Polri yang diangkat oleh
Kapolri yang bertugas untuk menerima, menyimpan, membayar atau
menyerahkan, menyelenggarakan ketatausahaan, dan
mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya.

7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan kepada
pejabat penanda tangan SPM untuk menerbitkan surat perintah
membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang
dikuasainya untuk pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang
ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan
SPP terkait.

8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM
untuk dan atas nama PA kepada BUN atau kuasanya berdasarkan
SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan
atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.

9. Pejabat Penandatangan SPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA atau Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas
SPP dan menerbitkan SPM.

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri
atau Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh
Menteri Keuangan selaku BUN.

11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat
SPTJM adalah surat yang dibuat oleh Kuasa PA atau PPK yang
memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran
belanja telah dihitung dengan benar disertai kesanggupan untuk
mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan
pembayaran.
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12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat
SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh
PA/Kuasa PA atas transaksi belanja.

13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan yang memperoleh kewenangan selaku kuasa
BUN.

14. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SKPP adalah surat keterangan yang dibuat oleh Bendahara
Pengeluaran dalam hal ini Bendahara Satker (Bensatker) dan
disahkan oleh KPPN untuk dan atas nama pegawai yang pindah atau
pensiun yang digunakan sebagai dasar melanjutkan pembayaran gaji
pada KPPN di tempat kerja yang baru dan/atau dasar untuk
membayar pensiun pertama yang akan dibayarkan oleh PT. ASABRI
(Persero).

15. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan
tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat
(unconditional), yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan
penjaminan/perusahaan asuransi yang diserahkan oleh penyedia
barang/jasa kepada PPK atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk
menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa.

16. Pertanggungjawaban Keuangan yang selanjutnya disingkat Perwabkeu
adalah dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-
bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Belanja Pegawai adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam
DIPA untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta lain-lain belanja
pegawai.

18. Belanja Barang adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam
DIPA untuk pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, dan perjalanan
dinas.

19. Belanja Modal adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA
dalam rangka pembentukan modal termasuk untuk tanah, peralatan
dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk
pisik lainnya.

20. Belanja lain-lain adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam
DIPA yang digunakan untuk pengeluaran/belanja pemerintah yang
tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis belanja.

21. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah Perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa
atau pelaksana Swakelola.
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22. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang
dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

23. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian
Negara/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) sebagai penanggung
jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok
masyarakat.

24. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh
ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang
harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan:

a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perwabkeu; dan

b. terwujudnya administrasi Perwabkeu yang benar, tertib, transparan
dan akuntabel di lingkungan Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Perwabkeu, meliputi:

a. legal, yaitu administrasi Perwabkeu dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. akuntabel, yaitu penyelenggaraan administrasi Perwabkeu harus
dapat dipertanggungjawabkan;

c. transparan, yaitu Perwabkeu dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
dan

d. proporsional, yaitu Perwabkeu dilaksanakan sesuai dengan
peruntukannya.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN POLRI

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola

Pasal 4

Pejabat pengelola keuangan negara di lingkungan Polri, terdiri dari:

a. PA;

b. Kuasa PA;

c. PPK;

d. Pejabat Penandatangan SPM; dan

e. Bendahara Pengeluaran.
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